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RINGKASAN 

AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI PIHAK DALAM 

PENGARUH ALKOHOL 

Oleh : 

Muhammad Fikri Azmi1, Anang Shopan Tornado2, Nurunnisa3. 

 
Apabila kebebasan berkehendak para pihak penghadap Notaris untuk membuat 

akta dilaksanakan oleh Notaris tanpa mempertimbangkan syarat sahnya perjanjian 

yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka akan beresiko muncul 

permasalahan di kemudian hari yaitu akta tersebut menjadi cacat dan perjanjian yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak berpotensi untuk dibatalkan oleh salah satu pihak 

dengan alasan ketika menandatangani Akta perjanjian di hadapan Notaris tersebut 

dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar dan tidak sepenuhnya mengerti perihal apa yang 

diperjanjikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menmganalisis status akta yang ditandatangani 

pihak yang sedang di bawah pengaruh alkohol dan menganalisis akibat hukum Notaris 

yang sengaja membiarkan pihak dalam kondisi dipengaruhi alkohol. Status akta yang 

ditandatangani pihak yang sedang di bawah pengaruh alkohol adalah akta Notaris 

tersebut berstatus akta dibawah tangan dan dapat dibatalkan karena tidak memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat karena syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat subjektif menyebutkan Kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan yang dianggap tidak cakap  (sudah dewasa namun karena 

 
1 NIM : 2120216310011 
2 Pembimbing Utama 
3 Pembimbing Pendamping 
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keadaan mental atau fisiknya dianggap tidak sempurna, sehingga disamakan dengan 

orang yang belum dewasa), unsur cakap melakukan perbuatan hukum menjadi hilang 

karena keadaan mental yaitu kurangnya kesadaran pihak akibat pengaruh alkohol yang 

melakukan tandatangan dalam akta Notaris tersebut.  

Akibat hukum Notaris yang sengaja membiarkan pihak dalam kondisi 

dipengaruhi alkohol adalah notaris tersebut bisa dikenankan sanksi administratif dalam 

Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, 

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak 

hormat. Notaris juga bisa terkena sanksi perdata atau pidana jika terbukti melakukan 

perbuatan melawan hukum atas akta yang telah dibuat notaris tersebut.
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